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Abstract: The intervention of the state to prevent blasphemy 
toward religion is a necessity in Indonesia. This is because there 
are cases of blasphemy toward religion from time to time that 
create unrest and endanger social harmony and stability. In a 
modern concept, state has the obligation to protect and provide 
freedom of religion for adherents of religions in Indonesia. Such 
protections are crucial in the improvement of religious lives in 
Indonesia which in turn creates harmony and civil order among 
different adherents of religions. Harmony among adherents 
contributes to unity of Indonesia that instrumental for 
development. For that purpose, the state attorney office sets up a 
body called PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan 
Masyarakat or Surveillance of People’s Belief). The function is to 
prevent the occurrence of blasphemy toward religion. The 
activity of this body is to apply measures of prevention. In 
conclusion, PAKEM as a form of state intervention on people’s 
religious belief and activity remains relevant in Indonesian 
context. After all, people do need the role of the state in guarding 
their religion from those intending to abuse or act blasphemously 
to their faith. 
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A. Pendahuluan 
Beragamnya pemahaman mengenai suatu agama 
menimbulkan perdebatan mengenai definisi agama itu sendiri, 
meski kemudian beberapa pemikir memiliki persamaan dalam 
mendefinisikan agama sebagai suatu perundang-undangan 
Tuhan yang berisi petunjuk kepada kebenaran dalam keyakinan-
keyakinan, serta dalam bertingkah laku dan bergaul.1  
Agama dikenal dalam kehidupan sehari-hari 
mengandung pengertian yang berhubungan serta mengatur 
segala aspek kehidupan yang bersifat rohani dan bersifat 
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jasmani. Sebagai pengatur hidup, akan dapat dirasakan 
manfaatnya, apabila pemeluknya menghayati dan mengamalkan 
ajaran agamanya itu. Agama sebagai wahyu Tuhan Yang Maha 
Esa tidak dapat diubah walaupun generasi atau masyarakat 
yang menerimanya telah berganti dan telah berubah struktur 
dan cara berfikir.2 
Setiap agama memiliki eksistensi masing-masing, karena 
di dalam agama-agama itu terkandung aturan-aturan atau 
kaidah-kaidah atau norma yang baku yang bersifat universal 
tentang hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan 
sesama manusia, dan itu mutlak dilakukan oleh pemeluknya. 
Semua aturan atau kaidah tersebut tercantum di dalam Kitab 
Suci agama masing-masing dan dipahami benar oleh para 
ulama. Karena eksistensi inilah agama tidak dapat sembarangan 
ditafsirkan oleh orang-orang yang pemahamannya kurang. 
Ciri suatu agama antara lain, dalam agama terdapat 
kewajiban mempercayai sesuatu Yang Suci (biasa disebut Tuhan, 
Dewa dan lainnya) disertai juga kewajiban melakukan 
hubungan dengan Yang Suci itu melalui ritual, kultus 
(pemujaan) maupun permohonan. Agama juga memiliki 
doktrin-doktrin dalam hubungan antara manusia dengan yang 
sesuatu yang disucikan tersebut sehingga sikap hidup yang di 
tumbuhkan atau dilaksanakan didasari oleh hal tersebut.3 
Berbicara dalam konteks negara, pengakuan eksistensi 
suatu agama oleh negara memiliki makna bahwa suatu agama 
telah membawa pengaruh yang positif bagi warganegaranya 
baik ajaran agama maupun jalan kehidupan dari pengikutnya. 
Oleh karenanya bagi negara demokratis sulit mensejajarkan 
suatu ajaran semacam aliran kepercayaan dengan agama, karena 
pada kenyataannya aliran kepercayaan tidak mempunyai ajaran 
atau sikap hidup tertentu bagi penganutnya, aliran 
penyembahan kepada Tuhan yang hidup dalam komunitas adat. 
Dengan kata lain, aliran kepercayaan adalah suatu ajaran yang 
                                                        
2Sahibi Naim, Kerukunan antar Umat Beragama (Jakarta: PT. Gunung 
Agung, 1983), h. 8. 
3Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat: Bagian Pertama (Jakarta: Bulan 
Bintang, Jakarta, 1992), h. 67-68 
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ditentukan sendiri oleh masyarakat. Di Indonesia beribu-ribu 
kepercayaan yang hidup di dalam suku Jawa, Bali, Batak, Dayak, 
Asmat, dan suku-suku terpencil lainnya, merupakan sebuah 
ekspresi kepercayaan kepada Tuhan yang ditentukan sendiri 
berdasarkan pergumulannya dengan alam semesta.4 
Indonesia sebagai nNegara hukum dalam konstitusinya, 
yaitu Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 secara jelas disebutkan “Negara 
berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini  memiliki 
konsekuensi bahwa Indonesia mengakui Agama sebagai dasar 
negaranya. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 
disebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Selain itu dalam 
pasal 28E Ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang 
bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah 
Negara dan meninggalkannya dan berhak kembali. 
Kemudian dalam pasal 28E ayat (2) UUD 1945  
dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati 
nuraninya. Pasal 28E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 
Dari beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh negara di 
atas nampak jelas peran hukum dalam hal kehidupan beragama 
sangatlah besar. Mengutip pemikiran Roscoe Pound yang 
mendefinisikan fungsi hukum sebagai social engineering di mana 
ada tiga kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum, 
yaitu:5 
1. Kepentingan umum (public interests) 
2. Kepentingan kemasyarakatan (social interests) 
3. kepentingan-kepentingan pribadi (private interests) 
Pemikiran Pound ini terkait dengan penerapan sistem 
hukum dalam pembangunan kehidupan beragama, dalam hal 
                                                        
4-, Negara dan Agama, http://www.umum.kompasiana.com, diakses 22 
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ini suatu sistem hukum haruslah memperhitungkan dan 
mendahulukan kepentingan umum terlebih dahulu, lalu 
kemudian kepentingan masyarakat yang terakomodir, baru 
kemudian kepentingan-kepentingan pribadi yang lebih kepada 
hak-hak yang diberikan dalam kegiatan keagamaan. 
Jika dicermati, pemikiran pound inilah yang dapat 
penulis katakan sebagai tujuan dari pengaturan perlindungan 
terhadap tindak pidana penodaan agama ini. Prinsip kebebasan, 
keadilan kemudian kesamarataan yang Pound katakan 
merupakan tujuan akhir dari adanya pengaturan ini. Setiap 
ummat beragama dapat mengoptimalkan keyakinan agamanya 
tanpa harus takut akan adanya gangguan dari pihak lain 
sehingga tercapai suatu pengutamaan kepentingan umum dan 
kepentingan masyarakat dari suatu kepentingan pribadi. 
 
B. Beberapa Kasus Penyimpangan/Penodaan terhadap 
Agama di Indonesia 
Pada kehidupan sosial dikenal bentuk tata aturan yang di 
sebut norma. Norma dalam kehidupan sosial merupakan nilai-
nilai luhur yang menjadi tolak ukur tingkah laku sosial. Jika 
tingkah laku yang di perlihatkan sesuai dengan norma yang 
berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai baik dan diterima, 
sebaliknya, jika tingkah laku tersebut tidak sesuai atau 
bertentangan dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku 
tersebut dinilai buruk dan ditolak. Tingkah laku yang menyalahi 
norma yang berlaku ini disebut dengan tingkah laku yang 
menyimpang.6  
Penyimpangan tingkah laku ini dalam kehidupan 
banyak terjadi, sehingga sering menimbulkan keresahan 
masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat beragama 
penyimpangan yang demikian itu sering terlihat dalam bentuk 
tingkah laku aliran keagamaan yang menyimpang dari ajaran 
induknya. Adanya perilaku menyimpang terhadap suatu agama 
tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa faktor yang secara 
                                                        
6Jalaludin, Psikologi Agama (Jakarta: RajaGrapindo Persada, 2005), h. 
267. 
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garis besar dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor 
ekstern. Faktor intern, di antaranya: 
1. Kepribadian, secara psikologi tipe kepribadian tertentu akan 
mempengaruhi kehidupan jiwa seseorang. 
2. faktor pembawaan, ada semacam kecenderungan urutan 
kelahiran mempengaruhi penyimpangan agama. Anak 
sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan 
batin, sedangkan anak-anak yang dilahirkan pada urutan 
keduanya sering mengalami stress jiwa. Kondisi ini juga 
mempengaruhi terjadinya penyimpangan agama. 
Faktor ekstern, di antaranya : 
1. Faktor keluarga, keretakan keluarga, ketidakserasian, 
berlainan agama, kesepian, kurang mendapatkan 
pengakuan kaum kerabat, dan lainnya. 
2. Lingkungan tempat tinggal, orang yang merasa terlempar 
dari lingkungan tempat tinggal atau tersingkir dari 
kehidupan di suatu tempat merasa dirinya hidup 
sebatangkara. 
3. Perubahan status, terutama yang beralangsung secara 
mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya 
penyimpangan agama. Misalnya, perceraian, keluar dari 
sekolah atau perkumpulan perubahan pekerjaan, dan 
sebagainya. 
4. Kemiskinan, masyarakat yang awam dan miskin cenderung 
untuk memeluk agama yang menjanjikan kehidupan dunia 
dan akhirat yang lebih baik dengan cara instant. 7 
Secara gramatikal penodaan dalam Kamus besar bahasa 
Indonesia diartikan sebagai “menjadikan adanya noda; 
mengotori atau mencemarkan; menjelekan (nama baik)”. Dari 
pengertian tersebut dapat diperoleh makna penodaan adalah 
suatu perbuatan yang mencela, menjelekan atau mencemarkan 
(nama baik). Apabila penodaan yang dimaksud penjelasan 156 a 
KUHP adalah penghinaan, kiranya hal ini tidak berlebihan 
melihat pengertian penghinaan dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adalah merendahkan, memburukan nama baik atau 
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menyinggung perasaan orang lain (seperti memaki-maki, 
menistakan).8  
Kasus mengenai penyimpangan agama ataupun biasa 
disebut penodaan agama di Indonesia sendiri banyak terjadi. 
Contoh-contoh penyimpangan atau penodaan agama tersebut 
antara lain Komunitas Eden, di mana sang pemimpin Lia Eden 
mengaku sebagai Jibril sekaligus Imam Mahdi. Ajaran ini 
diprotes oleh masyarakat luas, dan kemudian oleh Majelis 
Ulama Indonesia, ajaran tersebut dinyatakan sebagai ajaran 
sesat, selanjutnya Lia Eden juga telah divonis dua tahun penjara 
dengan tuduhan penodaan atas agama.9 Kasus lain yang serupa 
adalah Ahmadiyah, di mana dalam ajarannya menyatakan 
bahwa nabi terakhir umat Islam adalah Mirza Ghulam Ahmad. 
Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat yang puncaknya 
salah satu kelompok masyarakat merusak Masjid Nur Rabwa 
milik Jemaah Ahmadiyah di Desa Ranowila, Kabupaten Konawe 
Selatan, Sulawesi Tenggara.10 Ada juga kasus yang terdapat di 
Jawa Timur, dalam kasus ini Ardhi Husein pimpinan Yayasan 
Kanker Dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) dijatuhi hukuman 
penjara 5 tahun dengan tuduhan melakukan penodaan agama 
terkait dengan kontroversi isi buku Menembus Gelap Menuju 
Terang 2 yang ditulis Ardhi Husein dan dinilai sesat oleh MUI 
Kabupaten Probolinggo.11 
Jika dilihat dari kasus-kasus di atas, aliran kepercayaan 
yang menyimpang dan bertentangan dengan ajaran agama akan 
selalu muncul dari waktu kewaktu dengan berbagai sebab dan 
latar belakang, hal ini tentunya dapat memicu masyarakat untuk 
terprovokasi melakukan tindakan main hakim sediri terhadap 
suatu aliran kepercayaan yang menyimpang. Oleh karenanya 
negara perlu melakukan intervensi dan melakukan pengaturan-
                                                        
8Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Kehormatan: Pengertian dan 
Penerapannya (Jakarta: RajaGrapindo Persada, 1997), h. 11. 
9-, Mengenal Aliran Sesat Salamullah, www.Swaramuslim.net, diakses 2 
Nopember 2009. 
10-, “Masjid Ahmadiyah Konawe”, dalam Koran Tempo, 1 Mei 2006.  
11Rumadi, “Makalah Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama 
dalam RUU KUHP”, dalam www.digilib.sunanampel.ac.id, diakses 12 
Nopember 2009. 
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pengaturan terkait dengan perlindungan terhadap agama demi 
terciptanya ketertiban umum. 
 
C. Pengaturan Delik (Tindak Pidana) Agama dalam Hukum 
Positif  
Diagram Pelaksanaan Tugas PAKEM12 
 
  Delik agama dalam 
UU No. 1/PNPS/1965 
  
      
      
Delik Penyelewengan Agama 
(Pasal 1, 2,3) 
 Delik Anti Agama 
pasal  4 a, b (pasal 156 a KUHP) 
     
a. Penyelewengan terhadap 
penafsiran ajaran pokok agama 
b. Penyelewengan terhadap 
kegiatan keagamaan 
 a. Delik-delik 
Penodaan/penghinaan agama 
b. Delik agar orang tidak 
memeluk agama 
     
c. Diberi peringatan keras lebih 
dahulu dengan Skep bersama 
Menteri-menteri Agama, Dalam 
Negeri dan Jaksa Agung 
d. Organisasi/Aliran kepercayaan 
dilarang kegiatannya (c dan d 
dapat juga dengan SK 
Kejaksaan berdasarkan 
wewenang pasal 30 ayat 3 sub e 
UU No. 16 Th 2004) 
     
     
Proses pemidanaan bila tidak 
mengindahkan peringatan 
keras/pembubaran/pelarangan 
 Langsung diproses sebagai tindak 
pidana melalui pemeriksaan 
penyidikan dan penuntutan di 
Pengadilan 
     
Ancaman hukuman maksimum 5 (lima) tahun penjara 
 
Pengaturan mengenai penodaan terhadap agama diatur 
dalam pasal 156a KUHP, yang berbunyi: 
                                                        
12Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas-tugas 
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“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun 
barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan 
perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pokoknya bersifat 
permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu 
agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar 
supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang 
bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa.” 
Dalam penjelasan pasal 156a KUHP tidak dijelaskan apa 
yang dimaksud dengan penodaan terhadap agama. Bahkan 
hanya disebut bahwa tindakan pidana yang dimaksud adalah 
perbuatan yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada 
niat untuk memusuhi atau menghina. Penulis berpendapat 
bahwa penodaan yang dimaksud oleh pasal 156a KUHP adalah 
perbuatan yang ditujukan kepada niat untuk mencela, 
menjelekkan, mencemarkan (nama baik), merendahkan 
(kehormatan) atau menista suatu agama, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
Dalam penjelasan pasal 1 UU No. 1 PnPs tahun 1965, 
tidak ditemukan suatu penjabaran yang lebih lanjut mengenai 
apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan terhadap suatu 
agama yang dianut di Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia 
menjelaskan bahwa penyalahgunaan adalah proses, cara, 
perbuatan menyelewengkan. Penyalahgunaan berasal dari salah 
guna yang berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana 
mestinya. Kembali kepada rumusan pada pasal 156a KUHP, 
penulis berpandangan bahwa yang dimaksud dalam 
penyalahgunaan agama dalam pasal 156a KUHP adalah sesuai 
dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 PnPs tahun 
1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, 
adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut: 
“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum, 
menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan 
umum, untuk melakukan penafsiran suatu agama yang dianut 
di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 
menyerupai dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana 
menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu” 
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Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 2 UU No. 1 PnPs 
tahun 1965 disebutkan bahwa: 
“Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-
orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan 
maupun anggota atau anggota pengurus organisasi yang 
melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk 
permulaannya dirasa cukup di beri nasehat seperlunya. Apabila 
penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-
penganut aliran kepercayaan yang mempunyai efek cukup 
serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden 
berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk 
menyatakan sebagai organisasi dan aliran terlarang dengan 
akibat-akibatnya.” 
Dari pasal ini dapat diperoleh pengertian tentang 
penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap agama. 
Penjelasan pasal 2 di atas menjelaskan bahwa penyelewengan 
yang dimaksud adalah merujuk kepada perbuatan mana yang 
dijelaskan dalam pasal 1 yaitu suatu perbuatan yang 
menceritakan, mengajarkan atau mengusahakan dukungan 
umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang 
dianut di Indonesia, dimana penafsiran dan kegiatan-kegiatan 
tersebut tidak sebagaimana mestinya menyimpang, 
menyeleweng dari pokok-pokok ajaran tersebut. 
Hal lain yang mendukung pemahaman ini adalah apa 
yang tersebut dalam lembaran Nomor 3 tahun 1965 tentang 
tujuan PnPs No. 1 tahun 1965 ini yaitu, untuk mencegah agar 
jangan sampai terjadi penyelewenganpenyelewengan dari 
ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran pokok para 
ulama (pemuka agama) yang bersangkutan. Ini dimaksudkan 
sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara 
kepada masyarakat pemeluk agama. 
Menurut Hadjon ada dua macam perlindungan hukum 
bagi masyarakat, yaitu:13 
1. Perlindungan hukum preventif: di mana kepada rakyat 
diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 
                                                        
13M. Philippus Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia 
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pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 
mendapat bentuk yang definitive. 
2. Perlindungan hukum represif; di mana lebih ditujukan 
dalam penyelesian sengketa. 
Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia adalah 
prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan 
martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip 
Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun elemen 
dan ciri-ciri negara Hukum Pancasila ialah:14 
1. Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat 
berdasarkan asas kerukunan. 
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-
kekuasaan negara 
3. Prinsip penyelesian sengketa secara musyawarah dan 
peradilan merupakan sarana terakhir. 
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan 
hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada:15 
1. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau 
sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam 
hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut 
diutamakan daripada sarana perlindungan represif. 
2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara 
pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah. 
3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan 
terakhir, peradilan hendaklah merupakan ultimum 
remedium dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga 
peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram 
terutama melalui hubungan acaranya. 
Terkait dengan pengaturan tindak pidana penodaan 
agama, perlindungan hukum dari negara patut dilaksanakan, 
baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. 
Mekanisme pengawasan dan pengaturan lebih tegas dan jelas 
dalam hal ini merupakan salah satu kunci dari upaya 
                                                        
14Ibid., h. 90. 
15Ibid. 
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perlindungan hukum. Ini mutlak dilakukan untuk mencegah 
kemungkinan terjadinya tindak pidana penodaan agama. 
 
D. PAKEM: Sebuah Peran Negara dalam Mencegah 
Penodaan Agama  
 
Akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit 
timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan atau 
kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-
ajaran dan hukum Agama. Di antara ajaran-ajaran atau 
perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah 
banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar 
hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. 
Penanggulangan kejahatan penodaaan agama itu tidak 
semata-mata menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana melainkan untuk 
memberikan perlindungan hak masyarakat dari gangguan 
apapun bentuknya termasuk kejahatan. Penanggulangan 
kejahatan meliputi kegiatan mencegah timbulnya kejahatan 
sebelum terjadi.16 Namun efektifitas penaggulangan kejahatan 
menurut Perry yang dikutip Kemal Darmawan hanya akan 
mungkin dapat dicapai jika terdapat keikutsertaan masyarakat 
secara luas yang meliputi kesadaran dan keterlibatan nyata.17 
Negara bukan hanya melindungi dan memberikan 
kebebasan, tetapi juga memberikan dorongan dan bantuan 
untuk para pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa untuk memajukan agamanya dan kepercayaan 
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mengusahakan 
terbinanya ketentraman, hidup rukun diantara sesama umat 
demi kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa serta kerjasama 
dalam membangun masyarakat.18 Dalam hal ini negara 
memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan 
                                                        
16Soedjono Dirdjosisworo, Sinopsis Kriminologi (Bandung: Mandar 
Maju, 1973), h. 157. 
17Moh. Kemal Darmawan, Startegi Pencegahan Kejahatan (Bandung: 
Citra Aditya Bakti, 1994), h. 102. 
18Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat (Jakarta: 
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pengawasan terkait dengan ketertiban umum, selain juga yang 
terkait dengan kewenangan penuntutan, sebagaimana diatur 
dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Undang-Undang No. 16 
tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: 
“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-
undang ini disebut sebagai kejaksaan adalah lembaga 
pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-
undang.” 
Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang 
melakukan kekuasaan negara di bidang penunututan di 
tegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara 
merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan 
fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya 
ditentukan jaksa agung bertanggung jawab atas penuntutan 
yang dilaksanakan secara independent demi keadilan 
berdasarkan hukum dan hati nurani. 
Dalam bidang ketertiban dan ketentuan umum, 
kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: 
a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat 
b. pengamanan kebijakan penegakan hukum. 
c. Pengawasan peredaran barang cetakan. 
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 
masyarakat dan negara. 
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. 
f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.19 
Kaitannya dengan pencegahan penodaan kejaksaan 
memiliki badan yang bernama Badan Koordinasi Pengawas 
Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang bertugas 
mengawasi aliran kepercayaan yang ada di tengah masyarakat. 
Jika kejaksaan akan mengeluarkan larangan terhadap aliran 
kepercayaan yang dinilai sesat, tidak bisa dilakukan tanpa 
melalui prosedur yang sudah ditetapkan lewat Bakor Pakem 
tadi. Bakor Pakem sendiri bukan hanya berisi unsur kejaksaan. 
Di dalamnya juga ada unsur Departemen Agama, Departemen 
                                                        
19Ibid. 
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Dalam Negeri, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan 
organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).20  
Untuk mengeluarkan sebuah larangan, masing-masing 
instansi yang tergabung dalam Bakor Pakem harus 
menyampaikan rekomendasinya. Bila antar departemen sudah 
memberikan rekomendasi secara komprehensif bahwa ajaran 
atau aliran tertentu meresahkan, artinya prosedur ini sudah 
dilakukan dan disampaikan rekomendasi untuk melarang, baru 
Jaksa Agung akan menandatangani keputusan pelarangan itu.21 
 
E. Macam Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat 
(PAKEM) 
 
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat mencakup: 
1) Aliran-aliran keagamaan meliputi: sekte keagamaan, 
gerakan keagamaan, pengelompokan jema’ah keagamaan, 
baik agama langit maupun agama bumi. 
2) Kepercayaan-kepercayaan budaya meliputi: aliran 
kebatinan, kejiwaan, kerohanian/kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa. 
3) Mistik kejawen, pedukunan atau peramalan, paranormal, 
metafisika. Aliran-aliran keagamaan sumber utamanya 
adalah kitab suci berdasarkan wahyu Tuhan, sedangkan 
aliran-aliran kepercayaan, sumbernya adalah budaya 
bangsa yang mengandung nilai-nilai spiritual/kerohanian 
warisan leluhur yang hidup dan telah membudaya dalam 
masyarakat sebagai hasil penalaran daya cipta, daya rasa, 
daya karsa dan hasil karya manusia. 
Di mana dalam cakupannya PAKEM memiliki ruang 
lingkup untuk setiap bidang tugasnya: 
1) Bidang keagamaan meliputi masalah-masalah : 
a) Aliran/sekte/jemaa’ah seperti: Ahmadiyah, Islam 
Jema’ah, Darul Hadits, Inkarus Sunnah dan Hare Kresna. 
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b) Khotbah ekstrem, yang mengandung penghinaan, 
penodaan atau mendiskriminasikan agama lain yang 
dapat menimbulkan keresahan masyarakat. 
c) Dakwah zending, penyiaran agama yang dapat 
meresahkan masyarakat setempat. 
d) Tulisan yang isinya merusak, menghina, menodai 
agama,atau mengganggu kerukunan intern/antar umat 
beragama. 
e) Hubungan antara umat beragama dengan penganut 
kepercayaan.  
f) Keresahan umat beragama. 
g) Pengajaran, pembekuan kegiatan organisasi/aliran 
keagamaan. 
h) Sekte-sekte keagamaan yang dibawa dan dikembangkan 
oleh orangorang asing. 
i) Lain-lainnya menyangkut keagamaan yang negatif 
sifatnya. 
2) Bidang kepercayaan meliputi masalah-masalah : 
a) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
b) Kerukunan intern/antar sesama penganut kepercayaan. 
c) Konflik antara kepercayaan dengan pemeluk agama. 
d) Perkawinan, sumpah/janji, penguburan, identitas 
penganut aliran kepercayaan. 
e) Kepercayaan China/Khong Hucu. 
f) Kepercayaan asing yang bersumber dari ajaran dan 
budaya di luar negeri. 
g) Kerukunan antara penganut kepercayaan dengan 
pemeluk agama. 
h) Eks. G 30 S/PKI dalam organisasi aliran kepercayaan. 
i) Pelanggaran, pembekuan kegiatan organisasi/aliran 
kepercayaan. 
j) Organisasi aliran/kepercayaan yang telah dilarang. 
k) Organisasi kepercayaan asing yang bersumber dan di 
kembangkan oleh orang-orang asing. 
l) Perdukunan, peramalan, para normal, mistik, kejawen. 
m) SARA antara golongan kepercayaan dan golongan 
agama atau sebaliknya. 
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n) Lain-lainnya menyangkut keagamaan dan kepercayaan 
yang bersifat negatif.22 
 
F. Upaya pencegahan Delik Penodaan Agama 
 
Upaya pencegahan yang dilakukan PAKEM dibagi 
menjadi dua, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Dalam 
upaya preventif, upaya yang dilakukan bersifat aktif ofensif 
mencegah timbulnya kasus-kasus negative mengenai aliran 
kepercayaan atau keagamaan dengan tujuan untuk mencegah 
jangan sampai timbul atau terjadi kasus-kasus aliran 
kepercayaan atau keagamaan yang bersifat negatif dengan jalan 
diarahkan dan dibimbing melalui komunikasi, dialog, 
konsultasi, pertemuan kepada hal-hal yang bersifat positif 
dengan cara persuasif edukatif.23 
Upaya preventif dilakukan dengan cara mengarahkan 
aliran kepercayaan yang termasuk di dalamnya aliran 
keagamaan dan aliran kebatinan yang dianut oleh masyarakat ke 
arah yang bersifat positif, yaitu dengan usaha-usaha yang dapat 
memperkaya budaya spiritual/rohani dan memperkuat 
ketahanan bangsa Indonesia khususnya di bidang mental 
spiritual serta menghindarkan masyarakat untuk tumbuh dan 
berkembang ke arah yang bersifat negatif. 
Dalam prakteknya, upaya preventif Pakem disebut juga 
dengan pembinaan, yaitu pembinaan terhadap masyarakat yang 
dengan beberapa cara. 
 
1. Penyuluhan ke Desa-desa 
 
Sebelum melakuan suatu penyuluhan hukum, terlebih 
dahulu dilakukannya survey ke desa-desa yang ditarget untuk 
melangsungkan penyuluhan hukum, survey sendiri dilakukan 
oleh tim Intelejen Kejaksaan, adapun survey itu sendiri untuk 
mengetahui masalah hukum apa yang sedang ramai di daerah 
                                                        
22Soedjono C, Pedoman Tugas-Tugas PAKEM (Surabaya, Kejaksaan 
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tersebut. Penyuluhan hukum itu sendiri adalah suatu rangkaian 
kegiatan yang terencana dan terorganisir, dan yang menjadi 
sasaran penyuluhan hukum adalah masyarakat desa, 
kebanyakan mereka terdiri dari orang-orang yang bersahaja cara 
pemikirannya. Kehidupan sosialnya tidak banyak variasi dan 
kompleks seperti masyarakat kota. Belum banyak yang 
mendapat pengaruh berbagai faham yang datang dari luar, 
mereka hidup masih banyak sesuai dengan fitrahnya sebagai 
manusia.  
Adapun tujuan dari penyuluhan hukum mengenai 
masalah penodaan agama adalah sebagai berikut: (a) menjadikan 
masyarakat paham hukum khususnya dalam masalah 
penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dalam arti 
memahami ketentuan-  ketentuan yang terkandung dalam 
peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang 
penyalahgunaan dan atau penodaan agama. (b) Membina dan 
meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga 
setiap warga taat pada hukum dan secara suka rela tanpa 
dorongan atau paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan 
kewajibannya sebagaimana yang ditentukan oleh hukum.  
Dari kenyataan bahwa sangat sesnsitifnya suatu masalah 
agama/keyakinan ataupun kepercayaan, maka dalam era 
pembangunan manusia seutuhnya ini pemerintah berusaha 
terus mengatur kerukunan hidup beragama untuk menghindari 
terjadinya benturan-benturan yang menimbulkan ketegangan. 
Demikian juga dalam penyuluhan kukum yang dilaksanakan 
petugas kejaksaan juga harus menguasai berbagai perundang-
undangan dan peraturan yang mengatur pelaksanaan 
agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tidak 
memanaskan suasana dan mengatur bagaimana menciptakan 
kerukunan dalam umat beragama. 
 
2. Melakukan Penerangan Hukum 
 
Penerangan Hukum adalah suatu rangkaian kegiatan 
yang terencana dan terorganisir yang kegiatannya lebih 
menjurus ke arah menggambarkan apa yang menjadi hak dan 
kewajiban dari seseorang. Penerangan hukum dapat dilakukan 
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dengan mengadakan ceramah-ceramah, pemutaran film atau 
alat visual lainnya yang berisikan tema-tema hukum khusunya 
dalam hal penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 
Penyebarluasan peraturan perundang-undangan biasanya 
melalui jawatan penerangan, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman 
dan instansi pemerintah lainnya. Penyebarluasan peraturan-
peraturan dan perundang undangan sangat berguna bagi 
masyarakat. Dengan mengadakan penerangan dan 
penyebarluasan peraturan dan perundang-undangan 
dimungkinkan kesadaran hukum masyarakat lebih cepat 
meningkat dan benar-benar tercapai. Sekalipun pada hakikatnya 
tujuan penyuluhan hukum dan penerangan hukum adalah sama 
yakni memasyarakatkan hukum dan peraturan-peraturan, 
namun di pandang dari segi pendekatannya ada perbedaan 
yakni tindakan penyuluhan hukum tidak hanya 
menggambarkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari 
seseorang tetapi juga menunjukan upaya-upaya apa untuk 
melaksanakan hak dan kewajiban dari seseorang sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku sehigga penyelenggaraannya harus 
dilakukan dengan kunjungan dari rumah kerumah dan secara 
bertatap muka. 
 
3. Melakukan pendekatan Keagamaan/Kepercayaan 
 
Dengan melalui jalur agama dan kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa juga dapat dibentuk publik opini, 
terutama sekali pada masyarkat desa yang relatif religius dan 
pada umumnya mengagumkan pimpinan informilnya yang 
kharismatik dari pada pimpinan formal atau pejabat pemerintah. 
Keadaan demikian itu perlu di perhatikan bagi orang yang 
bermaksud memasuki daerah pedesaan, termasuk penyuluhan 
hukum yang di selenggarakan oleh Kejaksaan. Misi yang di 
emban dapat gagal sama sekali apabila salah pendekatan. Dan 
bisa berhasil dengan baik bila dilakukan pendekatan sebaik 
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Pendekatan disini dapat berupa berbagai variasi, 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat antara lain 
dengan: (a) Melalui tokoh setempat, missi yang disampaikan 
melalui tokoh agama, tokoh adat, tokoh kepercayaan dan 
sebagainya akan dapat diperhatikan oleh masyarakat setempat 
dan dengan melalui mereka dapat digunakan pula sarana dan 
media yang ada untuk menyampaikan missi tersebut. (b) 
Melalui ajaran, untuk memudahkan masalah pemahaman 
mengenai peraturan dan perundang-undangan formil yang 
dapat diuraikan dengan dikiaskan pada ajaran agama atau 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang paling 
penting bahwa petugas harus menghindarkan diri dari tingkah 
laku yang bertentangan dengan adat atau ajaran 
agama/kepercayaan setempat.  
 
4. Kerja sama dan koordinasi dengan Instansi-instansi/ 
Pejabat Pemerintahan 
 
Koordinasi dan komunikasi sesama instansi/pejabat 
pemerintah diperlukan untuk: (a) Untuk mewujudkan 
keserasian dan keterpaduan dalam rumusan sikap dan tindakan 
antara sesama instansi/pejabat pemerintahan dalam menangani 
kasus-kasus aliran kepercayaan/keagamaan terhadap 
kegiatannya yang mempunyai dampak negatif terhadap 
masyarakat. (b) Guna memdapatkan kebijaksanaan terpadu 
sesama instansi/pejabat pemerintahan yang berwenang di 
bidang tugas-tugas penanganan masalah 
kepercayaan/keagamaan menurut bidang dan porsinya masing-
masing serta untuk penindakan dalam rangka pelaksaaan tugas-
tugas Pekem oleh Kejaksaan. (c) Menghindarkan terjadinya 
sikap pro dan kontra sesama instansi pejebat pemerintahan 
teradap penanganan dan penindakan kasus-kasus yang 
menyangkut aliran kepercayaan/keagamaan. (d) Bagi masing-
masing instansi/pejabat pemerintahan hasil-hasil koordinasi dan 
konsultasi tersebut untuk dijasikan pegangan dan pedoman 
dalam penanganan kasus-kasus serupa.  
Kerjasama dengan instansi-instansi/pejabat 
pemerintahan ini biasanya tergabung dalam suatu komunitas 
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seperti PAKEM, yang terdiri dari Kejaksaan Negeri, 
Pemerintahan Daerah, Kodim, Polres, Departemen Agama, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. FKUB (Forum 
Kerukunan Umat Beragama) yang terdiri dari wakil 
Bupati/wakil Walikota, Kepala kantor Kementerian Agama, 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dan Pimpinan 
instansi terkait. KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah) yang 
terdiri dari Walikota/Bupati, Komandan Distrik Militer, 
Kepolisian, Kejaksaan, Keimigrasian, Bea Cukai, dan instansi 
terkait lainnya.  
Tim Pakem di dalam penyelenggaraan pencegahan 
penyalahgunaan dan atau penodaan agama antara lain: 
Departemen Agama merupakan aparatur negara di bidang 
keagamaan (di samping melaksanakan sebagian dari tugas 
umum pemerintahan), dalam kaitannya dengan tugas menilai 
suatu aliran keagamaan, ini bertujuan untuk meningkatkan 
pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan aliran 
keagamaan yang menyimpang dari kaidah-kaidah dasar agama 
yang bersangkutan. Departemen pendidikan nasional yang 
menilai aliran-aliran keagamaan dan aliran kepercayaan 
masyarakat dari sudut pandang kebudayaan, terutama 
kebudayaan asli Indonesia yang sudah turun temurun dan 
merupakan salah satu kekayaan bangsa. Kebudayaan tersebut 
yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa dan ritual yang memberikan pengikutnya nilainilai 
luhur dalam hal kerohanian. Pemerintah Kota/Pemerintah 
Kabupaten yaitu pada bagian kesejahteraan bangsa; pemerintah 
kota/pemerintah kabupaten menilai suatu aliran keagamaan 
dan aliran kepercayaan masyarakat dari sisi sosial; hubungannya 
dengan masyarakat. Kepolisian khusus melihat aliran 
keagamaan dari segi keamanan. Baik keamanan sekitar maupun 
keamanan para penganut aliran keagamaan atau aliran 
kepercayaan itu sendiri agar tidak terjadi konflik di masyarakat 
yang dapat membahayakan. Terutama Kejaksaan yang 
membawahi instansi-instansi tersebut di dalam Tim Pakem. 
Kejaksaan berfungsi sebagai penegak hukum, Kejaksaan berhak 
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kepercayaan masyarakat atau mengusulkan agar aliran 
keagamaan atau aliran kepercayaan masyarakat tersebut 
ditutup/dibubarkan apabila terbukti aliran keagamaan atau 
aliran kepercayaan tesebut meresahkan dan membahayakan 
bagi masyarakat disamping melakukan pembinaan terhadap 
aliran-aliran keagamaan/aliran kepercayaan. Keputusan atas 
pelanggaran tersebut dilaksanakan atas nama Tim Pakem 
Kejaksaan yang terdiri dari berbagai elemen tersebut 
Selain koordinasi dan konsultasi dengan sesama 
instansi/pejabat pemerintahan juga diperlukannya konsultasi 
dengan badan-badan organisasi keagamaan dan kepercayaan 
seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), DGI (Dewan Gereja 
Indonesia), KWI (Konfrensi Waligereja Indonesia), WALUBI 
(Perwalian Umat Budha Indonesia), PHDI (Parisada Hindu 
Dharma Indonesia), dan HPK (Himpunan Penghayat 
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa). 
Fungsi dan wewenang Wadah Musyawarah. Forum 
Konsultasi dan Komunikasi antara Pemimpin-pemimpin/ 
Pemuka-pemuka agama adalah: (a) Wadah atau forum bagi 
pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka agama untuk 
membicarakan tanggung jawab bersama dan kerjasama di antara 
para warga negara yang menganut berbagai agama dengan 
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka 
meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. (b) Wadah atau 
forum bagi pemimpin-pemimpin/ pemuka-pemuka Agama 
untuk membicarakan kerjasama dengan pemerintah khususnya 
yang menyangkut bidang keagamaan. (c) Wadah musyawarah 
membicarakan segala sesuatu tentang tanggung jawab bersama 
dan kerjasama diantara para warga negara yang menganut 
berbagai agama, dengan pemerintah berlandaskan Pancasila dan 
UUD 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan 
bangsa. (d) Keputusan-keputusan yang diambil oleh wadah 
musyawarah merupakan kesepakatan yang mempunyai nilai 
ikatan moral dan bersifat saran/rekomendasi bagi pemerintah.  
Tindakan preventif untuk aliran kepercayaan (termasuk 
di dalamnya aliran keagamaan ataupun aliran kebatinan) yang 
dicurigai menyalah gunakan dan atau menodai suatu agama 
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antara lain: (a) pembinaan pertama, dilakukan oleh tim Pakem 
Kejaksaan dengan melakukan penelitan terhadap aliran 
keagamaan dan aliran kepercayaan di dalam masyarakat yang di 
curigai tersebut tanpa ikut campur di dalam kegiatan aliran 
keagamaan dan aliran kepercayaan tersebut. Tujuan dari 
pembinaan ini adalah untuk mengetahui secara seksama 
kegiatan ataupun ajaran-ajaran yang dilakukan oleh aliran 
keagamaan tersebut. Tim Pakem terus memantau kegiatan 
tersebut dengan bersikap pro aktif dan bekerja sama dengan 
masyarakat setempat. (b) Jika ditemukannya suatu keganjalan, 
tindakan selanjutnya Tim Pakem melakukan komunikasi dengan 
pemimpin aliran keagamaan atau aliran kepercayaan tersebut. 
Tim Pakem menyampaikan hal-hal yang dianggap oleh Tim 
Pakem meresahkan bagi masyarakat, dan hendaklah hasil 
pembicaraan tersebut di perhatikan secara seksama oleh Ketua 
aliran keagaamaan tersebut. (c) Setelah pembinaan dengan cara 
melakukan komunikasi dan dialog, pembinaan selanjutnya 
adalah dilakukan dengan cara meminta pendapat dari lembaga-
lembaga keagamaan ataupun majelis keagamaan seperti MUI, 
dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan keagamaan 
tersebut. Pada tahap pembinaan ini, Tim Pakem yang juga 
berasal dari lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI di minta 
pendapat mereka mengenai ajaran-ajaran, ritual-ritual, buku-
buku, dan kegiatan-kegiatan dari aliran keagamaan dan 
kepercayaan yang dicurigai menyimpang, Tim Pakem yang 
berasal dari lembaga seperti MUI menilai apakah aliran 
keagamaan tersebut menyimpang dari ajaran resmi atau tidak, 
yang mana penyimpangan tersebut dapat dikategorikan 
membahayakan bagi masyarakat dan negara. Tujuan dari 
tindakan pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pakem dengan 
cara meminta pendapat dari lembaga-lembaga keagamaan ini 
adalah agar aliran keagamaan yang bersangkutan tidak menjadi 
provokatif ditengah-tengah masyarakat. 
Lembaga keagamaan/majelis agama yang berada di 
Indonesia adalah lembaga legal yang disebut lembaga 
musyawarah, fatwa yang di keluarkan dapat dijadikan suatu 
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pemerintah menyetujui fatwa yang di keluarkan oleh para 
pemuka agama atau ahli agama yang tergabung di dalamnya, 
namun ada kalanya pemerintah mempunyai pertimbangan 
sendiri yang sesuai dengan kebijakan politik, ekonomi dan sosial 
dari negara. Apabila di jumpai penyimpangan yang mendasar 
dari ke-eksistensian agama-agama tersebut yang ada dalam 
suatu agama, maka lembaga-lembaga keagamaan yang tegabung 
di dalam Tim Pakem memberikan pengarahan dan imbauan 
seperlunya kepada suatu aliran keagamaan yang menyimpang. 
Upaya kedua yaitu upaya represif yang bersifat aktif 
defensif, menangkal dan menanggulangi kasus-kasus yang 
sudah terjadi, mengeliminir akibat atau risiko yang timbul, 
dengan tujuan  mengungkapkan dan menangani secara cepat 
tuntas, sedini mungkin kasus aliran keagamaan atau 
kepercayaan dengan jalan mengumpulkan data dan informasi, 
mendeteksi, mengidentifikasi permasalahannya, pelakunya, 
sponsornya, motivasinya, pendukung-pendukungnya dan 
sebagainya dan melakukan pengkajian, membuat analisa dan 
perkiraan. Tugas-tugas yang bersifat represif dilaksanakan 
dengan bekerjasama secara fungsional dengan dinas-dinas 
Intelejen Negara dan Kepolisian selaku instansi yang berwenang 
di bidang penyidikan, terutama terhadap kasus-kasus 
keagamaan atau kepercayaan yang telah mengandung unsur-
unsur tindak pidana.  
Upaya represif dilakukan dengan cara mengambil 
tindakan-tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku terhadap aliran kepercayaan yang menyalahgunakan 
ataupun menodai suatu agama baik terhadap oknum pelakunya 
maupun terhadap organisasinya, yaitu dengan memberikan 
peringatan-peringatan/larangan atau dengan menghadapkan 
oknum pelakunya kehadapan pengadilan atau/dan kalau perlu 
dengan membubarkan organisasi aliran kepercayaan yang 
termasuk di dalamnya aliran keagamaan dan aliran kebatinan. 
Upaya represif ini juga dapat diarikan sebagai tindakan 
untuk menghentikan kegiatan penodaan agama atau aliran 
kepercayaan yang meresahkan masyarakat. Apabila ada suatu 
aliran keagamaan/aliran kepercayaan masyarakat yang 
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kegiatannya atau salah satu acara yang diselenggarakannya 
menjadikan suatu konflik di tengah-tengah masyarakat, maka 
tim Pakem memiliki wewenang untuk membekukan kegiatan 
yang dilakukan oleh aliran keagamaan/aliran kepercayaan 
tersebut. Tata cara upaya represif ini adalah dengan 
menghentikan kegiatan tentang aliran keagamaan atau aliran 
kebatinan yang dianggap meresahkan atau dengan 
menggunakan proses hukum pidana apabila aliran 
keagamaan/kebatinan tersebut memenuhi rumusan Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana, dan memenuhi rumusan 
Undang-undang No.1/PnPs/1965 yang merupakan hukum 
positif yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang dalam 
rangka melindungi ketentraman kehidupan beragama dan 
menjaga hubungan setiap kehidupan beragama. 
Terhadap aliran kepercayaan yang mendasari dirinya 
kepada agama (aliran keagamaan), apabila aliran keagamaan 
tersebut telah menimbulkan hal- hal yang melanggar hukum, 
memecahkan persatuan nasional, dan menodai agama, maka 
dapat di berlakukan ketentuan Pidana terhadap aliran 
keagamaan tersebut berdasarkan Undang-undang No. 
1/PnPs/1965, Undang-undang ini berdasarkan pertimbangan 
timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan 
kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran hukum 
agama. Bilamana kegiatan aliran keagamaan atau kebatinan 
kepercayaan masyarakat mengandung unsur tindak pidana, 
maka kepada penanggung jawab aliran tersebut di tuntut di 
muka pengadilan dan organisasi dari aliran keagamaan itu di 
larang dan di bekukan.  
Ada dua delik agama yang di atur dalam Undang-
undang No. 1/PnPs/1965 yaitu delik penyelewengan agama 
dan delik anti agama. Delik penyelewengan agama adalah 
perbuatan-perbuatan menafsirkan atau melakukan kegiatan 
agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang 
bersangkutuan. Kegiatan penyelewengan agama meliputi 
penamaan suatu aliran kepercayaan dengan agama, 
menggunakan istilah-istilah keagamaan untuk kegiatan suatu 
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menyerupai suatu agama. Semua kegiatan keagamaan yang 
menyimpang dari pokok-pokok agama yang bersangkutan 
dapat mengaburkan arti kemurnian pokok-pokok ajaran agama 
yang bersangkutan.  
Pasal 2 Undang-undang No 1/PnPs/1965 menentukan 
suatu prosedur lain terhadap delik-delik biasa lainnya seperti 
penyelewengan agama yaitu terlebih tehadap orang-orang atau 
penganut suatu aliran kepercayaan maupun anggota-anggot 
Pengurus organisasi yang melanggar larangan dalam pasal 1, 
untuk permulaannya di rasa cukup di beri nasehat seperlunya. 
Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi-organisasi 
atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai 
efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka 
Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri  
Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung berwenang untuk 
membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan organisasi 
atau aliran tersebut terlarang setelah perintah dan peringatan 
keras dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa 
Agung ataupun pembubaran dan pelarangan terhadap 
organsasi/aliran kepercayaan oleh Presiden tidak di hiraukan 
oleh pelaku-pelakunya, maka baru dapat dimajukan berkas 
perkaranya untuk dituntut di muka pengadilan dengan tuduhan 
melanggar pasal 1 Undang-undang No. 1/PnPs/1965. 
Badan organisasi keagamaan seperti MUI ataupun 
organisasi keagamaan yang lain merekomendasikan 
penyelewengan agama tersebut ke kejaksaan, kemudian oleh 
kejaksaan berdasarkan hasil perekomendasian dari badan 
organisasi keagamaan, bersama-sama Kepala Daerah, Kakanwil 
Kemenag setempat di buatkan SK bersama atau dengan SK 
Kejaksaan berdasarkan wewenang Pasal 30 ayat 3 sub e Undang-
undang No 16 Tahun 2004 di berikan peringatan keras kepada 
pelaku-pelaku penyelewengan aliran keagamaan dimaksudkan 
untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran terhadap pasal 1 
Undang-undang No. 1/PnPs/1965 di masa mendatang. 
Sementara yang menyangkut pelarangan/pembekuan 
kegiatan organisasi/aliran kepercayaan yang bersangkutan 
dapat dikeluarkan SK nya oleh Kejaksaan Negeri setempat 
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setelah ada hasil rekomendasi dari Kejaksaan Agung, 
Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Penuntutan 
terhadap perorangan atau organisasi/aliran kepercayaan baru 
dapat dilakukan apabila pelaku yang telah menerima himbauan 
atau peringatan keras untuk membubarkan organisasi/aliran 
kepercayaan dan menghentikan ajaranajarannya, tetapi pelaku 
masih tetap melakukan dan melaksanakan kegiatankegiatan 
aliran kepercayaan tersebut. Ancaman hukuman yang 
ditentukan oleh undang-undang ini adalah maksimum 5 (lima) 
tahun pidana penjara. Untuk delik anti agama sendiri berbeda 
dengan delik penyelewengan agama, untuk delik anti agama 
langsung diproses sebagai tindak pidana melalui pemeriksaan 
penyidikan dan penuntutan di pengadilan tanpa memberi 
peringatan keras sebelumnya, untuk ancaman hukumannya 
maksimum 5 (lima) tahun penjara. 
Tahapan yang harus di lalui sebelum tindakan 
pemberian himbauan atau peringatan keras dilakukan adalah 
harus adanya rekomendasi dari badan organisasi keagamaan 
seperti MUI kepada Kejaksaan sebagai kordinator dari Tim 
Pakem bahwa aliran kepercayaan tersebut menyimpang dari 
ajaran yang semestinya, setelah adanya rekomendasi dari badan 
organisasi keagamaan tersebut, oleh Kejaksaan di rapatkan di 
dalam Forum Pakem serta di uraikan juga di dalam Forum 
Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah). Dari hasil rapat 
tersebut dapat keluarkan Surat Keputusan Bersama untuk 
memberi himbauan agar tidak melaksanakan dan meneruskan 
ajaran yang di lakukan oleh penganut aliran kepercayaan tadi. 
Untuk peringatan atau teguran kepada aliran 
kepercayaan yang menyimpang tadi bisa langsung di keluarkan 
SK oleh Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, sedangkan untuk 
pembekuan organisasinya lewat pertemuan Bakor Pakem harus 
di buat rekomendasi kepada Kejaksaan Agung mengenai 
kegiatan organisasi aliran kepercayaan tersebut oleh Kejaksaan 
Negeri setempat. 
Jika tindakan penyalahgunaan dan atau penodaan agama 
itu di dapati unsur tindak pidana maka, oleh kepolisian sebagai 
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penyidikan dan berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada 
Kejaksaan Negeri agar bisa di tindak lanjuti untuk 
dilakukanpenuntutan di Pengadilan Negeri Setempat. Mengenai 
masalah di atas, seluruh aparat Kejaksaan di minta untuk 
bersungguh-sungguh mendengarkan pendapat dan 
pertimbangan dari para ahli ulama/ahli agama terutama yang di 
sampaikan oleh lembaga-lembaga agama masing-masing yaitu 
MUI, DGI, WALUBI, MAWI dan PHDI. Di samping 
pertimbangan dari para ahli ulama/ahli agama juga 
mengharuskan adanya pertimbangan/pandangan/pendapat 





Peranan PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan 
Masyarakat) ke depan harus lebih dititik beratkan pada 
peningkatan upaya-upaya yang bersifat preventif dengan 
melakukan penyuluhan dan penerangan hukum, melakukan 
pendekatan keagamaan dan bekerja sama dengan instansi-
instansi pemerintah lainnya serta institusi agama untuk 
pencegahan terjadinya kasus penodaan agama.  
PAKEM sebagai manifestasi intervensi negara dalam 
kehidupan beragama masih dirasakan relevan agar tidak 
menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat akibat makin 
merebaknya aliran-aliran kepercayaan ataupun aliran 
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